REPUBLIK INDONESIA

PROTOKOL PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG
BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,

Dengan memperhatikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak
Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak
atas Penghasilan, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 November
2001 (yang selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan”),

Telah menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan berikut merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Persetujuan ini:
Pasal 1

Dalam hubungan dengan Pasal 8 (Pelayaran dan Penerbangan), menyimpang
dari ketentuan Pasal 8 ayat 2, penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan
yang melakukan kegiatan operasional penerbangan dalam lalu lintas
internasional di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan akan dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (VAT) atau pajak-pajak serupa lainnya di
Negara Pihak lainnya tersebut.

Pasal 2

Para Negara Pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan melalui
saluran diplomatik mengenai penyelesaian prosedur hukum internal yang
diperlukan untuk memberlakukan secara efektif Protokol ini. Protokol ini akan




mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah diterimanya pemberitahuan
terakhir tersebut. Protokol ini akan mulai berlaku sehubungan dengan
penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Protokol ini berlaku.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa

oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Beijing pada tanggal 26 Maret 2015 dalam
bahasa Indonesia, Mandarin dan Inggris, dimana semua naskah tersebut
memiliki kekuatan hukum yang sama.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran,
maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Signed Signed

SOEGENG RAHARDJO WANG JUN
DUTA BESAR LUAR BIASA DAN KOMISIONER NEGARA UNTUK
BERKUASA PENUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
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REPUBLIK INDONESIA

PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ANDTHE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the

People's Republic of China,

Having regard to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the People’s Republic of China for the
Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with
respect to Taxes on Income, signed at Jakarta on the 7th day of November,
2001 (hereinafter referred to as “the Agreement”),

Have agreed that the following provisions shall form an integral part of the
Agreement:

Article 1

With respect to Article 8 (Shipping and Air Transport), notwithstanding the
provision of paragraph 2 of Article 8, a resident of a Contracting State engaged in

the operation of aircraft in international traffic at the other Contracting State shall
be exempted from Value Added Tax (VAT) or similar taxes in the other
Contracting State.

Article 2

Both Contracting States shall notify each other through diplomatic channels
that they have completed the internal legal procedures necessary for the entry




into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day
upon the receipt of the latter notification. This Protocol shall have effect as
respects income derived during the taxable years beginning on or after the first
day of January next following that in which this Protocol enters into force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have
signed this Protocol.

Done at Beijing on the 26™ day of March, 2015 in duplicate in the Indonesian,
Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of
divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Signed Signed

SOEGENG RAHARDJO WANG Juﬁ
AMBASSADOR EXTRAORDINARY COMMISSIONER OF|THE STATE
AND PLENIPOTENTIARY OF THE ADMINISTRATION OF TAXATION
REPUBLIC OF INDONESIA TO THE
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA






